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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 53 TAHUN 2017

| ’I‘ENj’TANG

KODE ETIK APARAT PENGA‘-EWASAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNG INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

DENGAN HMAT 'I‘ITFHAN YANG MAEA ESA

‘ .
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat  Provinsi Lampi.ng secara profesional dan
akuntabel  diperlukan Aparat Pengatvasan  Irtern
Pemerintah yang memiliki integritas, kompetensi,
obyei‘«:tivitas, dan independensi yang tinggi;

bahvtjra untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya
persyaratan tenaga auditér  dan Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kode
etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai
landasan berpetilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi
selaku aparat pcf:ngawasan intern pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padal huruf a:. dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Dilingkungan Inspektorat Provinsi Lampung,
dengan Peraturen Gubernur Lampung;

Undaj{ng-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25

ahuh 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

Undz{ng-Undangf Nomor 8 Tahun 1974 tentang Fokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

IJnd%ng—leclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Rebas Korupsi,
Kolusi, dan Nep(?tisme;

Undang-'undang; Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimans telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahwun 2001,
Unda“ng-Undangf Nomor 5§ Tahun 2014 teniang Aparatus
Sipil Negara; -
Perat' ran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang
Sumpah/Janji Fegawai Negeri Sipil;

!



“é

Memperhatikan :

Menetapkan

10.

11.

12

-2-

Peraturan P;m:if:rintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pem Inaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

! ) :
E’c;raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Pgrgtﬁ.}ran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Dlslplin Pegawai: Negeri Sipil;

Peraturan Pemérintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajetnen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Mentcri Negara Peridayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengaiwas‘ Intern Pemerintah; "

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampurlg;

Peraturan Gubérnur Lampung Nomor 35 Tahun 2014
tentar{g Tata Cdra Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan
Pemerintah 'rovinsi Lampung dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

Peraturan Gubcf:rnur Lampung Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudikan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

)
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN
INSPEKTORAT PROYVINSI! LAMPUNG.

1.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pajal 1

PemerinFall Dagrah adalah Gubernur Lampung dan
Perangkat Daerall sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah. |

Dalam Peraturan Gu{emur ini yang dimaksud dengan:

Gubernur adalah ;Gubemur Lampung.
Inspektorat adala: Inspektorat Provinsi Lam pung.
lnspektu‘r adalah Inspektur Provinsi Lampung.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah -yang selanjutnya
disebut | APIP adalah para Auditor/Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan jUrusan Pemerintahan di Daérah yang
diberi tugas olethubcrnur/ pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, konsultasi, assistensi dan kegiatan
pengawasan lainriya.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif
dan profesional berdasarkan stindar audit, untuk menilai
kebenara kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalgg informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah.

!
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Auditi ngalgh orang atauJunit kerja c‘}i lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
sebagai objek k_eglatan ‘engawasarﬂ yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku.

Ale.ltOI" adalah Aparatur Sipil Negarefx (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional
auditor| dan/atau pihak| lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab
secara jpenuh oleh Gubernur/Pejabiat yang berwenang untuk melaksanakan
tggas pengawasan terhadap kegiatai-kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja
dilingkuyngan Pemerintah Provinsi Lafmpung.

Pejabat| Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatanriya pada
Inspektorat Provinsi mepmg melaksanakan tugas pengawasan atas
penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah

10. Kode Etik adalah Pola at ran, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan

11.

suatu kegiatan atau pekerjaan.

Kode Etik Aparat Penga\l(vasan Intern Pemerintah adalah norma vang harus
ditaat oleh seluruh Auditor dan Fejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat
Provinsiy Lampung dalam menja]apkan tugas, kewenangan dan tanggung
jawabnya secara pribadi maupun organisasi. '

12. Pelanggaran adalah segala perbuatc' dalam bentuk ucapan atau tulisan dan

atau perilaku Auditor da‘,n Pejabat Pengawas Pemerintah yang bertentangan
dengan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

13. Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural Inspektorat Provinsi

Lampung yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Peraturan Gubernur dengan
tugas dan kewenangan memantai.l pelaksanaan, memeriksa pelanggaran,
investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan
Fungsional Intern dan 'melaporkin pelanggaran kode etik oleh Aparat
Pengawa}san Fungsional In"tern kepada Gubernur.

‘ BAB II
AKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

| ‘ . .
Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman peritaku bagi APIP
dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilalku

AP

Tujuan Kode Etik APIP adalah: |

a.
b.

IP dalam menjalankan tugas‘pengawas:_m.
Pasal 3

mendorong sebuah budaya yang beretilca dalam profesi APIP;

meningkatkan mutu dan mewujudkan citra positif APIP dalam melaksanakan
tugas pengawasan; dan

. mencegah | terjadinya tingkah laku yang tidak beretika, agar terpenuhi

prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan
sehingga dapat terwujud aparat pengswasan intern yang kredibel dengan kinerja

- yang optimal dalam pelaksanaan pengégwasan.

BAB III
KODE ETIK
Pa;sal 4

\ i i . .
Kode Etik APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

a.

integritas merupakan kepril:?adian APIP yang dilandasi oleh unsur jujur, berani,
bijaksana,] dan bertanggung jawabi{ untuk membangun kepercayaan guna
memberikdn dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;

. obyektivitas merupakan sik‘ap APIP untuk tidak berpihak, profesional dalam

mengumpulkan, mengevaluasi, dan! memproses data/informasi auditi atau

auditan, ﬁiPIP membuat pe‘nilaian yang seimbang atas semua kejadian yang

relevan ta:ipa dipengaruhi oleh kepentifigan sendiri atau orang lain;

t
'
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c. !cerahasig n mef‘up.akan sikap APIP {dalam menghargai nilai dan kepemilikan
informasi yang diterima dan |tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas sesuai
peraturan perundang-undangan; i ’

d. kgmpeten i merupakan pengetahuan/keahlian, pengalaman, keterampilan yang
diperlukan auditor untuk melaksanakah tugas;

e. akuntabel merupakan kewajiban APIP lintuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuyk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan APIP secaro
sendiri-sendiri atau secara kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterdngan atau pertanggungjawaban.

Pasal 5 _
APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal # huruf a, wajib mematuhi aturan perilaku
sebagai berikut: ! : .
a. melaksanakan tugasnya |secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan

bersungguh-sungguh;

b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan
organisasi dalam melaksanakan tigas; . '

¢. mengikuti |perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan
segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang
berlaku; i

d. menjaga citra dan mendukung visi dan imisi organisasi;

e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegalﬁ atau mengikatkan diri pada tindakan-
tindakan yang dapat mendiskreditkan rrofesi APIP atau organisasi; !

f. menggalang kerjasama yang sehat d:antara sesama APIP dalam pelaksanaan
pengawasan; |

g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.
|

i

[ Pasal 6

APIP sebagaintmna dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib mematuhi aturan perilaku

scbagai beriktfgt: \ i :

a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak
diungkapk mungkin da{:at mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang
diawast; . : -

b. tidak berpartisipasi dalam 'kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin
mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang
mungkin menyebabkan terjadinya bentiiran kepentingan;

c. menolak syatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan
maupun pértimbangan profesional. ‘l

Pasal 7

APIP sebagaimana dimaksud délarn Pasali4 huruf ¢, wajib mematuhi aturan perilaku
sebagai berikut: | ’

a. menjaga kerahasiaan segala infornflasi dan data yang diperoleh dalam
pengawasan; T 3

b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan
pribadi/ got)ngan di luar ikepentingan organisasi atau dengan cara yang
bertentangan dengan peratuxi'an perundang-undangan;

| Pagal 8

APIP sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mematuhi aturan perilaku

sebagai berikut: }

a. melaksanakan tugas pengawasan sesuﬁli dengan Standar Audit;

b. terus menerus meningkatkan kompetensi, keefektifan dan kualitas I asil;

¢. menolak u!ntuk melaksanakan tugas épabila tidak sesuai dengan pengetahuan,
keahlian, ﬁan ketrampilan yang dimilik}.
i |

L | |
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) BAB IV
POLA HUPUN GAN KDRJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
Pasal 9

APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:
a. menjalin kerja sama yang sehat i

b. menumbuhbkan dan memehhara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan

C.
d. menjaga h{ubungan kerja yang harmons dan menghindarkan persaingan yang
tidak sehat.

’ ' Pasél 10

APIP dalam mjelaksanakan jabatannya wajib:

a. mengerah an segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan
yang diserahkan kepadanya

b. menenmaJ penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi
. berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan

c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan

dengan tugas dan atau qua{annya baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman
suara alaupun perintah atau pernyataan lisan dari Aiasannya.

Pasz;d 11

APIP dalam hlibungan kerja dengan atasax’inya wajib:
a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan
mengharggi didasari ketulusan dan itikad baik;

b. atasan sebagal panutan, pengarah, dan! pembimbing serta bertanggung jéwab atas
kinerja bawa]ﬂnnya dan |

c. menerima gan mematuhi seéala penntqh dan tugas yang diberikan atasan dengan
penuh tanggung jawab. ‘

Pas'al 12

APIP dalam hubungan kerja dengan pihak yang diawasi wajib:
a. menjaga p¢gnampilan sesuai dengan tugasnya;

b. mampu m nmptakan iklim dan mcnjalam kerja sama yang sehat dengan pihak

c. menghindari setiap tindakan dan perxlaku yang memberikan kesan melanggar
hukum atau etika; dan :

d. bersikap independen dalam pelaksanaah pengawasan.

i
.~ BABV
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

(1) Dalam melindungi serta meinghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab APIP
dibentuk Majelis Kode EtikJ‘ :

(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), terdiri dari Inspektur

dengan anggota berjumlah‘ ganjil yang terdiri dari Pejabat Administrator dan
unsur Pelpksana Inspektorat.

Kode Etik sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
I\eputusa 1 Gubernur.
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PaTll 14

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan
kewenangan| memantau p IaksanaanL

' memeriksa pelanggaran, investigasi,
menetapkan| ada tidaknya elanggaray :

: kode etik Aparat- Pengawasan Intern
gergermtah dan melaporkan p slanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh APIP kepada
ubernur. '

BAB VI
PENGADUAN
Pasal 15

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh APIP terhadap
kode etild ini disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kode Etik.

(2) Pengaduan scbagaimana |dimaksud . pada ayat (1) harus didukung dengan
alasan-alasan dan/atau data/ informaisi yang dapat dipertangung jawabkan.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya APIP dilarang:

a. menyalahgunakan kewenan annya sebagai APIP;

b. melibatkan diri dalam lccgia\?an yang melanggar hukur.i;

¢. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;

A. menggunakan data/informa i yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau
golongan yang mungkin kan merusak nama pihak yang diperiksa maupun

. Pemerinta Provinsi Lampung, ser;a hanya dapat mengemukakannya atas

perintah P jabat yang berwenang; dan °

€. menerima | hadiah atau sest‘.tatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga

yang ‘patu? dapat diduga me‘mpunyai hal yang berksitan atau mungkin berkaitan
dengan tugas jpengawasan. :

BAI3 VIII
SANKSI
| Pasal 17

(1) APIP yang melanggar sebaéaimana dfimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi

oleh Inspektur atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada syat (1), terdiri dari:

a. teguran lisan ;

b. teguran tertulis; ;

c. usulan|pemberhentian dari tim pengawasan;

d. tidak (iberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;
dan/atau

e. pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
peratugan perundalug-uxlqazlgaxl.

; BAB IX
I}{ETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan yang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan

oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|

| Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturén Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 20 Tghun 2005 tentang Kode Etik Auditor Dilingkungan Badan Pensawas

]

Daerah Provinsi Lampung, dicaFut dan tidak berlaku.

|
|
|
|
|
|
|
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| Pasal 20
|
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap {orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 0 7 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ICARDO

Diundangkan di Telukbetung
‘\/G pada tanggal

SEKRETARISDAERAH PRO HSI LAMPUNG,

Ir. [SU

Pempina Utama |
NIP.19580728 198602 1 002.

9
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BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR .......




